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Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 142/PMK.02/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
94 /PMK.02/2017 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN
PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan
penganggaran, serta penelaahan rencana kerja dan
anggaran kementerian negara/lembaga, perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
94 /PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan  Pengesahan  Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerjaan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
94 /PMK.02/2017 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN
PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN  ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
94 /PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
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Nomor 985) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142 /PMK.02/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 94 /PMK.02/2017 TENTANG PETUNJUK
PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN
PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L merupakan bagian dari
penyusunan APBN, selain Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum
Negara (RDP-BUN). Karena ada perbedaan dalam tata cara penyusunan antara
anggaran Kementerian/Lembaga dan anggaran Bendahara Umum Negara,
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini hanya berisi mengenai pedoman umum
penyusunan RKA-K/L, vang didefinisikan sebagai dckumen rencana keuangan
tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran
Kementerian/Lembaga. Sementara itu, pedoman umum penyusunan RDP-BUN
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Secara garis besar, proses penyusunan RKA-K/L mengatur 2 (dua) materi
pokok, vaitu: pendekatan penyusunan anggaran dan proses penganggaran.
Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran terdiri atas
pendekatan: i) Penganggaran Terpadu, ii) Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK),
dan iii) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Selanjutnya, proses
penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme
penganggarannya, dimulai dari Pagu Indikatif sampai dengan penetapan
Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final. Sistem penganggaran tersebut harus
dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan (stakeholder) agar

dapat dihasilkan APBN yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
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PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), penyusunan anggaran ocleh
Kementerian/Lembaga berpedoman pada 3 (tiga) pilar sistem

penganggaran, yaitu (1) Penganggaran Terpadu, (2) PBK, dan (3) KPJM.

1. Pendekatan Penganggaran Terpadu

Penganggaran Terpadu merupakan unsur yang paling mendasar
bagi penerapan pendekatan penyusunan anggaran lainnya, yaitu
PBK dan KPJM. Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran
terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu.

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan
mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di
lingkungan Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan dokumen
RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi,
dan jenis belanja (ekonomi). Integrasi atau keterpaduan proses
perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi
duplikasi dalam penyediaan dana untuk Kementerian/Lembaga baik
yvang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.

Pada sisi yang lain pencrapan Penganggaran Terpadu juga
diharapkan dapat mewujudkan satuan kerja (satker) sebagai satu-
satunya entitas akuntansi yang bertanggungjawab terhadap aset dan
kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun (pendapatan
dan/atau belanja) untuk satu transaksi sehingga dipastikan tidak
ada duplikasi dalam penggunaannya.

Penganggaran Terpadu tersebut diterapkan pada ketiga
klasifikasi anggaran, yaitu klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi,
dan klasifikasi jenis belanja (ekonomi). Dalam proses penyusunan
RKA-K/L, ketentuan mengenai klasifikasi anggaran, berpedoman
pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi anggaran dan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar, serta

aturan turunannya.

2. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran
yvang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan Kinerja yang
diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian Kinerja

tersebut. Yang dimaksud Kinerja adalah prestasi kerja berupa
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keluaran (output) dan/atau hasil, dari kegiatan yang dilakukan oleh

Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan eselen ll/satker dengan

kuantitas dan kualitas yang terukur.

Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi:
Pengalokasian anggaran berorientasi pada Kinerja (keluaran
{output) and outcome oriented);

Pengalokasian anggaran program/kegiatan pembangunan
nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis
program (money follow program) melalui PBK; dan

Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages).

Landasan konseptual dalam rangka penerapan PBK tersebut

bertujuan untuk:

a.

Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan Kinerja
vang akan dicapai (direct linkages between performance and
budget);

Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran
(operational efficiency), dan

Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam
melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility
and accountability).

Agar penecrapan PBK tersecbut dapat dioperasionalkan, PBK

menggunakan instrumen sebagai berikut:

a.

Indikator Kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk
mengukur Kinerja suatu instansi Pemerintah. Dalam rangka
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan
nasional, indikator Kinerja dalam penyusunan RKA-K/L
menggunakan indikator Kinerja hasil pembahasan pertemuan
tiga pihak atas Renja-K/L;

Standar Biaya, merupakan satuan biaya yang ditetapkan berupa
standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar
struktur biaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran;
dan

Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian
sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi,

serta realisasi penyerapan anggaran.
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Berdasarkan landasan konseptual, tujuan penerapan PBK, dan
instrumen vang digunakan PBK dapat disimpulkan bahwa secara
operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan
vang jelas antara kebijakan vang terdapat dalam dokumen
perencanaan nasional dengan rencana kerja dan alokasi anggaran
vang dikelola Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas-fungsinyva
(vang tercermin dalam struktur organisasi Kementerian/Lembaga)
dan/atau penugasan Pemerintah.

Dokumen perencanaan tersebut meliputi rencana lima tahunan
seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
dan Rencana Strategis Kementerian Negara/lembaga (Renstra
Kementerian/Lembaga), dan rencana tahunan seperti Rencana Kerja
Pemerintah (RKP} dan Renja-K/L. Sementara itu, alokasi anggaran
yvang dikelola Kementerian/Lembaga tercermin dalam dokumen RKA-
K/L. dan DIPA yang juga merupakan dokumen perencanaan
penganggaran vang bersifat tahunan serta mempunyai keterkaitan
erat. Hubungan antara dokumen-dokumen tersebut digambarkan

pada Bagan I.1.

Bagan .1

Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta

kegiatan-kegiatan vang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP.

Hasil yang diharapkan adalah hasil secara nasional (hational

outcomes) sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan tugas dan fungsi vang diemban,

Kementerian/Lembaga menyusun:

a. Keluaran (Output) Program di level eselon I beserta indikator-
indikatornya untuk mencapai sasaran program (outcome eselon
I) wvang telah ditetapkan dalam  dokumen  Renstra
Kementerian/Lembaga, RKP, dan Renja K/L. Keluaran {Qutpudi)
Program disusun dengan melihat keterkaitan terhadap Kegiatan

yang terdapat dalam Program vang terkait; dan
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b. Keluaran (Output) Kegiatan beserta indikator-indikatornya di
level unit pengeluaran pada tingkat eselon II/satker di
lingkungan unit eselon I sesuai program yang menjadi tanggung
jawabnya.

Keluaran (output) yang disusun harus merupakan keluaran

(output) yvang konkrit sesuai dengan value for money.

Perumusan sasaran strategis Kementerian/Lembaga, sasaran
program, dan sasaran kegiatan dalam penerapan PBK merupakan hal
yang sangat penting disamping perumusan Keluaran (Output)
Program dan Keluaran (Output) Kegiatan beserta indikator-
indikatornya. Rumusan indikator Kinerja tersebut menggambarkan
tanda-tanda keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan
beserta keluaran/hasil yang diharapkan. Indikator Kinerja inilah
yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam mengevaluasi
keberhasilan  program/kegiatan. Kerangka berpikir tersebut

digambarkan dalam Bagan 1.2 sebagai berikut:

Bagan 1.2

Sinkronisasi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Nasional

)
I

s S —
Nasional 3:1 m L‘
l |

PriortasNon 3:1 Program m | S

Priortas/Nou :: Kegiten e ompt"a:] m&n I r—

P Kegiatan | .
Prioritas [ Sasaran | | Indikator
4: I = Ee

| Nasional | Nasional
' Proyek Prioritas K /L > 1| Output PrioritasK/L,
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Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan
kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan
implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran. Sesuai dengan amanat UU 17/2003, dalam penerapan
KPJM, Kementerian/Lembaga menyusun Prakiraan Maju dalam
periode 3 (tiga) tahun ke depan, hal tersebut merupakan keharusan
yang dilakukan setiap tahun.

Secara umum, penyusunan KPJM yang komprehensif
memerlukan suatu tahapan preses penyusunan perencanaan jangka
menengah meliputi:

a. penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi
makro untuk jangka menengah;

b. penyusunan proyeksi/rencana/target-target fiskal (seperti tax
ratio, defisit, dan rasic utang pemerintah) jangka menengah;

c. rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan
pembiayaan) jangka menengah (medium term budget framework),
yvang menghasilkan pagu total belanja Pemerintah (resources
envelope);

d. pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing-
masing Kementerian/Lembaga menjadi batas tertinggi. Indikasi
pagu Kementerian/Lembaga dalam jangka menengah tersebut
merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanja dalam
jangka menengah; dan

e. penjabaran pengeluaran jangka menengah masing-masing
Kementerian/Lembaga ke masing-masing program dan kegiatan
berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah
ditetapkan.

Tahapan penyusunan proyeksi/rencana huruf a sampai dengan
huruf d merupakan proses top down, sedangkan tahapan huruf e
merupakan kombinasi dari proses top down dengan prosecs bottom up.

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L dengan pendekatan KPJM,
Kementerian/Lembaga perlu menyelaraskan  kegiatan/program
dengan RPJMN dan Renstra-K/L, yvang pada tahap sebelumnya juga

menjadi acuan dalam menyusun RKP dan Renja-K/L.
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B. PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
pembangunan nasional, dalam penyusunan RKA-K/L menggunakan
informasi Kinerja yang diambil dari Renja-K/L, setelah disetujui cleh
Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan
Nasional (Kementerian PPN)/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Informasi Kinerja anggaran berupa Sasaran Strategis dan indikatornya,
Sasaran Program dan indikatornya, dan sasaran Kegiatan dan
indikatornya. Selanjutnya, informasi Kinerja anggaran yang diperlukan
untuk menyusun RKA-K/L adalah Keluaran (Outpuf) Program dan
indikatornya, dan keluaran (output) kegiatan dan indikatornya.
1. KELUARAN (OUTPUT) PROGRAM DAN INDIKATORNYA

a. Penyusunan Keluaran (Output) Program

Keluaran (QOutput) Program merupakan barang/jasa yang

dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian sasaran, tujuan, dan kebijakan pada level Program.

Keluaran (Outpuf) Program disusun sebagai penghubung untuk

melihat keterkaitan antara suatu program dengan kegiatan dan

Keluaran (Output) Kegiatan didalamnya. Tahapan yang dapat

dilakukan dalam perumusan Keluaran (Output) Program adalah

sebagai berikut:

1) Perhatikan kembali rumusan program dan Sasaran
Program (Outcome esclon I) yang akan dan/atau telah
dihasilkan.

2) Tentukan Keluaran (Ouiputf) Program atau produk akhir
yvang diperlukan oleh pemangku kepentingan atau yang
ditujukan untuk penerima manfaat dari keluaran (outpui)
dimaksud yang secara langsung dapat mempengaruhi
outcome.

Perlu dipahami secara keseluruhan proses atau siklus
dalam organisasi berkenaan, karena dalam hal suatu
produk dianggap sebagai output cksternal tetapi dalam
prakteknya digunakan kembali dalam proses selanjutnya di
organisasi berkenaan, bisa jadi hal tersebut bukanlah
produk akhir (final output) schingga tidak bisa dikategorikan

sebagai keluaran (outpud).
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Yang harus diperhatikan juga adalah bahwa jangan
terjebak pada paradigma bahwa suatu keluaran (output)
harus berwujud fisik, misalnya dokumen berupa laporan
vang dalam perspektif ini tidak dapat dikategorikan sebagai
keluaran (output) karena laporan tersebut hanya bersifat
media saja.

Perhatikan kembali Keluaran (Outpuf) Program yang telah

disusun dan lihat kembali kesesuaiannya terhadap

nomenklatur Kegiatan dibawahnya. Dengan kata lain,

Keluaran (Output) Program yang disusun dapat dihasilkan

melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat di

dalam program dimaksud.

Penyusunan spesifikasi keluaran (output) merupakan proses

vang berlangsung terus-menerus, yang scharusnya direviu

paling tidak setahun sekali, dan dapat
disempurnakan/diperbaiki apabila diperlukan.

Reviu yang dilakukan harus mempertimbangkan berbagai

sisi dan kepentingan, baik pengelola program, maupun

pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Potensi kesulitan yang ditemui pada saat penyusunan

keluaran (output), antara lain:

a) Kesulitan menentukan keluaran (output) dikaitkan
dengan otonomi daerah (wewenang pusat atau daerah).

b) Keluaran (outpu) yang merupakan
penugasan/kebijakan Pemerintah.

c) Hasil dari suatu pekerjaan besar dengan dana besar
tetapi tidak masuk dalam klasifikasi atau kategori
sebagai keluaran (output) schingga tidak
mencerminkan value for money.

d) Keluaran (output) yang dihasilkan seakan-akan
ditujukan untuk masyarakat, tetapi dalam prakteknya
penerima manfaat dari hasil kegiatan tersebut
merupakan internal organisasi.

Apabila menemui kesulitan seperti hal tersebut, identifikasi

keluaran foutput) berkenaan dan dapat diakomodasi sebagai

informasi Kinerja yang dalam perjalanannya perlu

dievaluasi kembali, baik terkait dengan penentuan

2018, No. 1490
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kewenangan (Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah) dan
urgensinya.

Potensi kesulitan lainnya adalah membedakan antara
keluaran (output) dan Sasaran Program (outcome). Keluaran
(Output) Program adalah “apa” yang dihasilkan sedangkan
outcome adalah “mengapa” keluaran (output) tersebut perlu
dihasilkan. Dalam rumusan yang berbeda, keluaran foutput)
yvang dihasilkan harus dalam kendali organisasi, sedangkan

outcome belum tentu sepenuhnya dalam kendali organisasi.

Susun indikator Keluaran (Output) Program.

Panduan mekanisme penyusunan indikator Kinerja dalam

bagian ini bersifat umum, yang dapat diterapkan pada saat

penyusunan indikator Keluaran (Output) Program.

Terdapat 6 (enam) tahapan dalam menyusun indikator

Kinerja, yaitu:

a) Rumuskan dan susun ukuran Kinerja pada tingkatan
Keluaran (Output) Program
Ukuran Kinerja harus bisa menggambarkan tanda-
tanda ketercapaian keluaran foutput). Pemilihan dan
penyusunan ukuran Kinerja harus memperhatikan
kriteria sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Penentuan ukuran Kinerja dan target lebih
disesuaikan pada kepentingan eksternal dari pada
kemudahan dalam mengukurnya.

b) Tentukan formula pengukurannya dan metode
perbandingannya
Formula pengukuran merupakan metode bagaimana
suatu Kinerja diukur berdasarkan data yang telah
ditentukan. Ukuran Kinerja sangat bermanfaat dan
jelas terlihat ketika kita dapat melakukan suatu
perbandingan secara baik dan terukur. Perbandingan
yang umumnya dapat dilakukan antara lain:
(1) Perbandingan antarperiode waktu (tahun per

tahun);

(2) Perbandingan antarwilayah (antarnegara,

antarprovinsi, antardaerah); dan/atau
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(3) Perbandingan antarkelompok tertentu (usia,
pendidikan, dan sebagainya).
Rumuskan proses pengumpulan data
Data sangat dibutuhkan sebagai alat bukti utama yang
dapat menunjukkan progress dari suatu capaian. Data
vang dihimpun harus wvalid, bisa berupa data
kuantitatif maupun data kualitatif. Data yang
dihimpun dapat berupa data primer maupun data
sekunder. Banyak referensi yang menjelaskan secara
lebih lengkap mekanisme pengumpulan data yang bisa
diperoleh dari berbagai literatur.
Lakukan uji coba pengumpulan data
Uji coba pengumpulan data perlu dilakukan untuk
memastikan ketersediaan data berkenaan pada saat
dibutuhkan sekaligus untuk menemukan dan
mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin
dihadapi pada saat pengumpulan data.
Lakukan penyempurnaan atas ukuran Kinerja apabila
diperlukan
Penyusunan ukuran Kinerja merupakan kegiatan yang
bersifat learning process yang bhisa dilakukan
penyempurnaan dalam perjalanannya. Namun, perlu
diingat bahwa terlalu banyak melakukan perubahan-
perubahan ukuran Kinerja juga semakin menyulitkan
dalam melihat progress dari suatu keluaran (output).
Oleh karena itu, tahapan a) sampai dengan d) di atas
harus dilakukan secara benar sehingga tidak terlalu
banyak dilakukan perubahan substantif setiap tahun.
Lakukan penyempurnaan atas kerangka informasi
Kinerja indikator Keluaran (Output) Program apabila
diperlukan
Sekiranya pada suatu periode berjalan ditemui kendala
dalam penyediaan data yang valid dan handal sehingga
tidak bisa dilakukan pengukuran Kinerja dengan baik,
perlu dilihat kembali kerangka informasi Kinerja yang
telah disusun dan lakukan penyempurnaan sehingga

apa yvang tertuang dalam kerangka infermasi Kinerja
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berikut ukuran Kinerjanya tidak hanya sebatas
kumpulan kalimat-kalimat yang sulit dibuktikan.

2.  KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN DAN INDIKATORNYA

a.

Penyusunan Keluaran (Output) Kegiatan

Tahapan yang dapat dilakukan dalam perumusan Keluaran

(Output) Kegiatan adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Perhatikan kembali rumusan kegiatan dan Sasaran
Kegiatan yang akan dan/atau telah dihasilkan.

Tentukan Keluaran (Output) Kegiatan atau produk akhir
atau yang ditujukan untuk penerima manfaat dari keluaran
(output) dimaksud yang secara langsung dapat
mempengaruhi outcome.

Perlu dipahami secara keseluruhan proses atau siklus
dalam organisasi berkenaan, karena dalam hal suatu
produk dianggap scbagai ouiput cksternal, tetapi dalam
prakteknya digunakan kembali dalam proses selanjutnya di
organisasi berkenaan, bisa jadi hal tersebut bukanlah
produk akhir (final output) sehingga tidak bisa dikategorikan
sebagai keluaran (output).

Yang harus diperhatikan juga adalah jangan terjebak pada
paradigma bahwa suatu keluaran foutput) harus berwujud
fisik, misalnya dokumen berupa laporan yang dalam
perspektil ini tidak dapat dikategorikan sebagai keluaran
foutput) karena laporan tersebut hanya bersifat media saja.
Perhatikan kembali keluaran (output) yang telah disusun
dan lihat kembali kesesuaiannya dengan kriteria yang telah
disebutkan pada bagian sebelumnya.

Penyusunan spesifikasi keluaran foutput) merupakan proses
yvang berlangsung terus-menerus, yang scharusnya direviu
paling tidak setahun sckali, dan dapat
disempurnakan/diperbaiki apabila diperlukan.

Reviu yang dilakukan harus mempertimbangkan berbagai
sisi dan kepentingan, baik pengelola kegiatan, maupun
pihak lain yang berkepentingan.

Potensi kesulitan yang ditemui pada saat penyusunan

keluaran (output), antara lain:
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a) Kesulitan menentukan keluaran (output) dikaitkan
dengan otonomi daerah (sebenarnya wewenang
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah).

b) Keluaran {output) yang merupakan
penugasan/kebijakan Pemerintah.

c) Hasil dari suatu pekerjaan besar dengan dana besar
tetapi tidak masuk dalam klasifikasi atau kategori
sebagai keluaran {output) sehingga tidak
mencerminkan value for money.

d) Keluaran (output) yang dihasilkan seakan-akan
ditujukan untuk masyarakat, tetapi dalam prakteknya
penerima manfaat dari hasil kegiatan tersebut
merupakan internal organisasi.

Apabila menemui kesulitan seperti hal tersebut, identifikasi
keluaran foutput) berkenaan dan dapat diakomodasi sebagai
informasi Kinerja yang dalam perjalanannya perlu
dievaluasi kembali, baik terkait dengan penentuan
kewenangan (Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah) dan
urgensinya.

Potensi kesulitan lainnya adalah membedakan antara

masukan (inputf) dan keluaran (output) serta antara

keluaran f(output) dan Sasaran Kegiatan. Keluaran (Output)

Kegiatan adalah “apa” yang dihasilkan, sedangkan Sasaran

Kegiatan adalah “mengapa” keluaran foutput) tersebut perlu

dihasilkan. Dalam rumusan yang berbeda, keluaran (output)

yvang dihasilkan harus dalam kendali organisasi, sedangkan

Sasaran Kegiatan belum tentu sepenuhnya dalam kendali

organisasi.

Dalam penyusunannya, untuk memudahkan dalam

penyusunan dan analisa terhadap keluaran foutput) pada

RKA-K/L maka jenis keluaran (output) dalam RKA-K/L

dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

a) Keluaran (output) barang, yang terdiri atas:

(1) Keluaran (output) barang infrastruktur, yaitu
keluaran foutput) Kegiatan yang merupakan
barang berwujud dan/atau berupa jaringan.
Conteh: jalan, jembatan, bangunan, dan jaringan

irigasi.
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(2) Keluaran foutput) barang non-infrastruktur, yaitu
Keluaran (Output) Kegiatan yang merupakan
barang baik berwujud maupun tidak berwujud
vang tidak berupa jaringan. Contoh: program
aplikasi dan benih padi unggul.

Keluaran (output) jasa, yang terdiri atas:

(1) Keluaran (output) jasa regulasi, yaitu Keluaran
(Output) Kegiatan yang dihasilkan dalam rangka
pembuatan peraturan atau pendukung
administrasi birokrasi. Bentuk keluaran foutput)
ini dapat berupa norma, standar, prosedur dan
ketentuan. Contch: Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden, dan Peraturan Menteri.

(2) Keluaran foutput) jasa layanan nonregulasi, yaitu
Keluaran (Output) Kegiatan yang merupakan
wujud dari suatu layanan dari suatu instansi
terkait dengan tugas dan fungsi dari instansi
berkenaan. Contoh: layanan Surat [jin Mengemudi
(SIM), layanan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D), layanan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), pameran produksi dalam negeri, dan

pagelaran sendratari ramayana.

Susun indikator Keluaran (Output) Kegiatan.

Panduan mekanisme penyusunan indikator Kinerja dalam

bagian ini bersifat umum, yang dapat diterapkan pada saat

penyusunan indikator Keluaran (Output) Kegiatan.

Terdapat 6 (enam) tahapan dalam menyusun indikator

Kinerja, yaitu:

a)

Rumuskan dan susun ukuran Kinerja pada tingkatan
Keluaran (Output) Kegiatan

Ukuran Kinerja harus bisa menggambarkan tanda-
tanda ketercapaian keluaran foutput). Pemilihan dan
penyusunan ukuran Kinerja harus memperhatikan
kriteria sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Penentuan ukuran Kinerja dan target lebih
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disesuaikan pada kepentingan eksternal dari pada

kemudahan dalam mengukurnya.

Tentukan formula pengukurannya dan metode

perbandingannya

Formula pengukuran merupakan metode bagaimana

suatu Kinerja diukur berdasarkan data yang telah

ditentukan. Ukuran Kinerja sangat bermanfaat dan

jelas terlihat ketika kita dapat melakukan suatu

perbandingan secara baik dan terukur. Perbandingan

yang umumnya dapat dilakukan, antara lain:

(1) Perbandingan antarperiode waktu (tahun per
tahun).

(2) Perbandingan antarwilayah (antarnegara,
antarprovinsi, dan antardaerah).

(3) Perbandingan antarkelompok tertentu (usia,
pendidikan, dan sebagainya).

Rumuskan proses pengumpulan data=

Data sangat dibutuhkan sebagai alat bukti utama yang

dapat menunjukkan progress dari suatu capaian

Kinerja. Data yang dihimpun harus valid, bisa berupa

data kuantitatif maupun data kualitatif. Data yang

dihimpun dapat berupa data primer maupun data

sekunder. Banyak referensi yang menjelaskan secara

lebih lengkap mekanisme pengumpulan data yang bisa

diperoleh dari berbagai literatur.

Lakukan uji coba pengumpulan data

Uji coba pengumpulan data perlu dilakukan untuk

memastikan ketersediaan data berkenaan pada saat

dibutuhkan sekaligus untuk menemukan dan

mengantisipasi  berbagai kendala yang mungkin

dihadapi pada saat pengumpulan data yang

sebenarnya.

Lakukan penyempurnaan atas ukuran Kinerja apabila

diperlukan

Penyusunan ukuran Kinerja merupakan kegiatan yang

bersifat learming process yang bisa dilakukan

penyempurnaan dalam perjalanannya. Namun, perlu
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diingat bahwa terlalu banyak melakukan perubahan-
perubahan ukuran Kinerja juga semakin menyulitkan
dalam melihat progress dari suatu keluaran (output).
Oleh karena itu, tahapan (a) sampai dengan (d) harus
dilakukan secara benar sehingga tidak terlalu banyak
dilakukan perubahan substantif setiap tahun.

1) Lakukan penyempurnaan atas kerangka informasi
Kinerja indikator Keluaran (Output) Program apabila
diperlukan
Sekiranya pada suatu pericde berjalan ditemui kendala
dalam penyediaan data yang valid dan handal sehingga
tidak bisa dilakukan pengukuran Kinerja dengan baik,
kita perlu melihat kembali kerangka informasi Kinerja
vang telah disusun dan lakukan penyempurnaan
sehingga apa yang tertuang dalam kerangka informasi
Kinerja berikut ukuran Kinerjanya tidak hanya sebatas
kumpulan kalimat-kalimat bagus namun sulit
dibuktikan.

Penyusunan Target Kinerja
Tentukan target Kinerja untuk 4 (empat) tahun ke depan secara
realistis. Penentuan target Kinerja dapat dilakukan berdasarkan
data series (histori) atau informasi benchmarking yang banyak
tersebar di berbagai dokumen/internet/media lainnya.
Setiap tahun dilakukan reviu Angka Dasar untuk melihat
kembali target Kinerja yang telah ditentukan sebelumnya
berdasarkan hasil evaluasi capaian target tahun-tahun
sebelumnya dan monitoring tahun berjalan. Target Kinerja dapat
disesuaikan setiap tahun berupa akselerasi (peningkatan) atau
penurunan target dari yang telah ditetapkan sebelumnya untuk
disesuaikan dengan perkembangan kondisi lingkungan sosial
ekonomi maupun kapasitas fiskal yang tersedia.
Rincian langkah-langkah dalam pencapaian Keluaran (Output)
Kegiatan terdiri atas:
1)  Suboutput:

a)  Suboutput pada hakekatnya adalah keluaran foutput).
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b) Keluaran (output) yang dinyatakan sebagai suboutput
adalah keluaran (output}keluaran (output) yang
mempunyai kesamaan dalam jenis dan satuannya.

c) Suboutput sifatnya opsicnal (boleh digunakan atau
boleh tidak).

d) Keluaran (output) yang sudah spesifik dan berdiri
sendiri (bukan rangkuman dari barang atau jasa yang
sejenis) tidak memerlukan suboutput.

2) Komponen:

a) Komponen merupakan tahapan/bagian dari proses
pencapaian keluaran (output), yvang berupa aktivitas
yvang dilakukan.

b) Komponen disusun karena mempunyai relevansi
terhadap pencapaian keluaran f(output), dapat sebagai
komponen utama atau komponen pendukung.

c) Antarkomponen mempunyai keterkaitan yang saling
mendukung dalam pencapaian keluaran (output),
sehingga ketidakterlaksanaan/keterlambatan salah
satu komponen bisa menyebabkan
ketidakterlaksanaan/keterlambatan komponen yang
lain dan juga bisa berdampak pada kegagalan dalam
pencapaian {output) atau penurunan kualitas keluaran
{output).

3) Subkomponen:

a) Subkomponen merupakan kelompek-kelompok dari
detil  belanja, yang disusun dalam  rangka
memudahkan pelaksanaan komponen.

b) Subkomponen sifatnya optional.

4)  Detil Belanja

Detil Belanja merupakan rincian kebutuhan belanja dalam

komponen/subkomponen yvang berisikan item-item belanja.

Dalam penyusunan RKA-K/L, informasi Kinerja yang

dicantumkan adalah dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi
yvang dimiliki satker dimaksud. Seluruh komponen dan detil
belanja yang dicantumkan adalah dalam rangka mendukung

pencapaian Keluaran (Output) Kegiatan.
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3. STANDARDISASI KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN DAN KOMPONEN,
SERTA KELUARAN (OUTPUT) GENERIK

a.

Untuk

Keluaran (output)

melihat

internal.

berikut:

Standardisasi Keluaran (Output) Internal

efisiensi dan

instansi/perkantoran. Keluaran

1. Layanan Perkantoran (kode 994)

Volume : 1 (satu) Layanan

efektivitas

belanja

Kementerian/Lembaga, dilakukan standardisasi keluaran (output)
yang secara umum digunakan oleh satker Kementerian/Lembaga.
Keluaran (output) yang dilakukan standardisasi adalah keluaran-
keluaran yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
dasar serta sarana dan prasarana penunjang yang secara umum

dibutuhkan oleh

(output) ini

dihasilkan oleh satker yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

atau sejenisnya, dan juga disebut sebagai keluaran (output)

internal yang distandarkan adalah sebagai

Komponen

Indikator
(contoh)

Keterangan

a. Gaji dan

Tunjangan (kode:

001); dan

b. Operasional dan
pemeliharaan
kantor (kode:
002).

a. Realisasi
pembayaran Gaji
dan Tunjangan=
XX,

b. Pembayaran Gaji
dan Tunjangan
yang tepat
sasaran, tepat
waktu, dan tepat
jumlah; dan

c. Realisasi
penyediaan
layanan
operasional dan
pemeliharaan
kantor= xx%.

a. Keluaran

. Rincian

. Keluaran

{output)
ini ada di setiap
satker.

. Komponen gaji

dan tunjangan
termasuk dalam
jenis belanja
pegawai.

. Komponen

operasional  dan
pemeliharaan
kantor termasuk
dalam jenis
belanja barang.
tiap-tiap
komponen dapat
disesuaikan
dengan kebutuhan
satker sepanjang
dalam jenis
belanja yang
sama.

{output)
ini bersifat
permanen.
Indikator keluaran
(outpu®) harus diisi
dengan target/
volume masing-
masing komponen.
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